Menimbang

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0009159.AH.01.07.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TUKS DAN TERSUS INDONESIA

: @ Bahwa berdasarkan Permohonan ZAINAB, SH, sebagai Pengganti dari Notaris

KHAIRU SUBHAN S.H., sesuai salinan Akta Nomor 44 Tanggal 14 September 2020
yang dibuat oleh ZAINAB, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
TUKS DAN TERSUS INDONESIA tanggal 20 Oktober 2020 dengan Nomor
Pendaftaran 6020102031101470 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan
Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TUKS DAN TERSUS INDONESIA;

MEMUTUSKAN:

: Memberikan pengesahan badan hukum:

PERKUMPULAN TUKS DAN TERSUS INDONESIA

Berkedudukan di JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 44 Tanggal 14
September 2020 yang dibuat oleh ZAINAB, SH, yang berkedudukan di KOTA
SAMARINDA.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Oktober 2020

T



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009159.AH.01.07.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TUKS DAN TERSUS INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

; NO ORGAN JABATAN
!

| KTP/PASSPORT PERKUMPULAN

MOHAMMAD HAMZAH 6472050901750001 PENGURUS KETUA

ARIS SUGIYANTO 3523151606690004 PENGURUS WAKIL KETUA
KAMARUDDIN 6402132905750001 PENGURUS WAKIL KETUA
ZULFA HABIBINUR 6472052509840010 PENGURUS SEKRETARIS

RATIH ANGGAINI 3521126002880002 PENGURUS WAKIL SEKRETARIS
SYARIF HIDAYAT SOPANDI  6472041406730004 PENGURUS BENDAHARA

BUDI WAHONO 3276010811720007 PENGURUS WAKIL BENDAHARA

MUHAMMAD IDRUS, HB 6402042603820002 PENGAWAS PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

NOTARIS PENGGANTI




